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ABSTRAK

Arbitase internasional memiliki peran krusial dalam penyelesaian sengketa antar negara dengan menyediakan alternatif yang
efisien, independen, dan tidak terpengaruh sistem hukum nasional. Melalui prinsip-prinsip seperti kebebasan memilih
prosedur, persetujuan bersama, finalitas keputusan, kerahasiaan, dan perlakuan adil, arbitase menawarkan solusi yang adil
dan mengikat. Metode penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Metode ini berperan untuk
mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis. Tantangan besar yang
dihadapi oleh lembaga arbitrase internasional mencakup konflik kepentingan arbiter, ketergantungan pada pihak yang terlibat,
kurangnya transparansi, serta pengaruh politik, ekonomi, dan forum shopping. Perbedaan budaya dan sistem hukum juga
menjadi hambatan, disertai dengan kurangnya pengawasan terhadap proses arbitrase, reputasi arbitrator, serta kesulitan
dalam penegakan putusan yang dapat merusak independensi dan objektivitasnya. Oleh karena itu, penting untuk terus
melakukan perbaikan dan menjaga integritas prosedur arbitrase untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan
kesetaraan tetap terjaga dalam penyelesaian sengketa internasional.

Kata kunci: Peran; Teori; Prinsip; Arbitrase; Penyelesain Sengketa;

ABSTRACT
International arbitration have a crucial role in the resolution of disputes between countries by providing an efficient,
independent and unaffected alternative to national legal systems. Through principles such as freedom of choice of procedure,
mutual consent, finality of decisions, confidentiality and fair treatment, arbitration offers a fair and binding solution. This
research method is categorized as normative legal research. This method plays a role in maintaining the critical aspects of
its legal science as a sui generis normative science. Major challenges faced by international arbitration institutions include
conflicts of interest of arbitrators, dependence on the parties involved, lack of transparency, and political, economic and forum
shopping influences. Differences in culture and legal systems also pose obstacles, along with lack of supervision of the
arbitration process, the reputation of arbitrators, and difficulties in enforcing awards that can undermine their independence
and objectivity. Therefore, it is important to continue to improve and maintain the integrity of arbitration procedures to ensure
that the principles of justice and equality are maintained in international dispute resolution.
Keywords: Role; Theory; Principle; Arbitration; Dispute Resolution.
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PENDAHULUAN

Teori dan prinsip arbitrase memiliki peran penting dalam membentuk dasar hukum, prosedur, dan
efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Arbitrase adalah suatu prosedur yang oleh
para pihak yang berselisih secara suka rela setuju untuk terikat pada putusan pihak ketiga yang netral di
luar proses peradilan yang normal.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan
umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang
bersengketa.

Gary B. Born mengartikan arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar
sistem peradilan negara, di mana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menunjuk satu atau lebih
arbiter independen untuk memutuskan sengketa tersebut. Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat dan
dapat dilaksanakan di negara-negara yang meratifikasi Konvensi New York 1958. Menurut Born, kelebihan
utama dari arbitrase internasional adalah fleksibilitas dan netralitas, yang sangat dihargai dalam hubungan
bisnis internasional yang melibatkan pihak-pihak dengan latar belakang hukum yang berbeda.(Born, 2020)

Pierre A. Karrer menyatakan bahwa arbitrase internasional merupakan metode penyelesaian sengketa
yang menawarkan kebebasan kepada para pihak untuk memilih aturan, tempat, serta arbiter yang akan
menangani sengketa mereka. la menekankan pentingnya fleksibilitas ini, terutama dalam kasus-kasus di
mana pengadilan negara tidak dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan atau harapan pihak-
pihak yang terlibat. Arbitrase internasional memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien
dibandingkan pengadilan nasional.(Karrer, 2018)

Salim H. S. dalam bukunya tentang hukum kontrak internasional menjelaskan bahwa “arbitrase
internasional merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang sangat diminati oleh para pihak
dalam transaksi internasional. Dalam arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa memiliki keleluasaan untuk
memilih aturan hukum yang berlaku, serta tempat arbitrase yang dianggap netral dan tidak memihak kepada
salah satu pihak. Menurut Salim, hal ini membuat arbitrase internasional lebih efisien dan efektif dalam
menghindari komplikasi yang sering terjadi dalam pengadilan nasional”.(H.S., 2017)

Arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah lama digunakan di negara-
negara maju dan semakin berkembang di negara-negara berkembang. Meskipun menawarkan banyak
keuntungan, penerapan arbitrase di negara berkembang menghadapi berbagai tantangan spesifik yang
berkaitan dengan ketidakpastian hukum, ketidakstabilan politik, dan kurangnya infrastruktur pendukung.
Negara-negara berkembang mulai menyadari pentingnya arbitrase sebagai alternatif untuk mengurangi
beban sistem peradilan formal yang terkadang lambat dan terhambat oleh birokrasi.(Bist & Singh, 2017)

Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan utama di
berbagai sektor, khususnya dalam dunia bisnis dan kontrak internasional. Seiring dengan berkembangnya
hubungan perdagangan global dan kompleksitas permasalahan yang timbul, penyelesaian sengketa melalui
proses litigasi di pengadilan seringkali dianggap tidak efisien dan memakan waktu yang lama. Dalam
konteks ini, arbitrase hadir sebagai solusi yang menawarkan prosedur yang lebih cepat, efisien, dan
fleksibel.
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Teori arbitrase berakar dari prinsip dasar yang memberikan kebebasan kepada para pihak yang
bersengketa untuk memilih arbiter yang netral dan memiliki keahlian khusus di bidang terkait, sehingga
keputusan yang dihasilkan lebih sesuai dengan sifat dan konteks sengketa tersebut. Kebebasan memilih
arbiter, kerahasiaan proses, dan fleksibilitas dalam menentukan prosedur arbitrase membuatnya menjadi
pilihan yang sangat menarik, terutama dalam sengketa internasional di mana para pihak datang dari negara
dengan sistem hukum yang berbeda. Selain itu, keputusan yang dihasilkan dalam arbitrase bersifat final
dan mengikat, memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Namun, meskipun arbitrase menawarkan
berbagai keuntungan, penerapannya tidak tanpa tantangan. Biaya yang tinggi, ketidakpastian dalam
pelaksanaan keputusan arbitrase di beberapa negara, serta potensi ketidaknetralan arbiter menjadi beberapa
masalah yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, meskipun arbitrase menawarkan alternatif yang
lebih cepat dan efisien, pemilihan arbiter yang kompeten, kejelasan aturan yang disepakati, dan pengaturan
yang tepat sangat diperlukan agar arbitrase dapat berjalan secara optimal.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam arbitrase seperti kemandirian (autonomi), persetujuan para
pihak, finalitas putusan, kecepatan, kerahasiaan, dan lainnya merupakan dasar bagi terciptanya sistem
penyelesaian sengketa yang memungkinkan para pihak untuk mengontrol dan menyesuaikan proses
arbitrase sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Dengan fleksibilitas ini, para pihak dapat
memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan kondisi dan karakteristik
sengketa yang ada, tanpa terikat oleh prosedur yang kaku.

Namun, meskipun arbitrase menawarkan banyak keuntungan, prinsip keadilan dan kesetaraan harus
tetap menjadi landasan. Arbitrase harus tetap memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil
dan diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan argumen dan bukti mereka. Tanpa adanya
prinsip ini, arbitrase dapat kehilangan kredibilitasnya sebagai metode penyelesaian sengketa yang sah dan
efektif. Selain itu, prinsip ketepatan hukum memastikan bahwa meskipun arbitrase lebih fleksibel dalam
hal prosedural, putusan yang dihasilkan harus tetap berada dalam batasan hukum yang sah, baik itu hukum
nasional maupun hukum internasional, sehingga keputusan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan di
berbagai yurisdiksi.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini saling melengkapi dan mendukung terciptanya sebuah
mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efisien dan fleksibel, tetapi juga adil dan sah. Arbitrase
sebagai mekanisme penyelesaian sengketa terus berkembang, dan semakin banyak digunakan oleh para
pihak di seluruh dunia. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, arbitrase dapat memberikan solusi yang cepat,
tepat, dan dapat diandalkan, yang sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis global yang dinamis.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana peran teori dan
prinsip arbitrase internasional dalam menyelesaikan sengketa, dan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh
lembaga arbitrase internasional dalam menjaga independensi dan objektivitas penyelesaian sengketa secara
internasional.

METODE PENELITIAN

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis
dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis. Oleh karena itu landasan teoritis yang
digunakan adalah landasan teoritis yang terdapat dalam tatanan hukum normatif/kontemplatif.(Diantha,
2017) Penelitian hukum dokrinal atau normatif bersifat kualitatif, perspektif, pada penelitian hukum
dokrinal atau normatif akan menginterpretasi secara preskriptif tentang hukum sebagai suatu sistem nilai
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ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif.(Qamar, 2017)
PEMBAHASAN

1.  Peran Teori dan Prinsip Arbitrase Internsional Dalam Penyelesaian Sengketa

Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang sangat relevan dalam konteks
penyelesaian masalah di luar pengadilan. Dalam prinsip dasar teori arbitrase, para pihak yang bersengketa
sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang atau lebih arbiter yang bertindak sebagai
pihak ketiga yang netral. Arbitrase menjadi pilihan utama karena menawarkan prosedur yang lebih cepat,
efisien, dan fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Dengan demikian, arbitrase dapat
menjadi solusi yang lebih baik bagi mereka yang mencari penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan
sistem peradilan formal.(Shidarta, 2013)

Teori dan prinsip arbitrase internasional memberikan landasan hukum, prosedural, dan praktis dalam
penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai yurisdiksi, Mekanisme penyelesaian
sengketa dalam hubungan lintas negara, terutama di bidang bisnis dan investasi

Prosedur arbitrase juga jauh lebih fleksibel, para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk
menyusun aturan arbitrase sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, mereka bisa menyepakati tempat
arbitrase, bahasa yang digunakan, serta jadwal proses arbitrase, yang tentu saja memberikan kenyamanan
lebih bagi para pihak yang terlibat. Fleksibilitas ini memungkinkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan
dengan cara yang lebih efisien tanpa adanya hambatan prosedural yang dapat memperlambat
proses.(Shidarta, 2013)

Proses arbitrase dapat diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat, waktu yang lebih cepat ini
sangat penting, terutama dalam dunia bisnis yang penuh dengan dinamika dan kebutuhan akan penyelesaian
yang segera agar kegiatan operasional tidak terganggu. Arbitrase memungkinkan para pihak untuk
mencapai penyelesaian tanpa harus menunggu bertahun-tahun seperti yang sering terjadi dalam
pengadilan.(Asy’ari, 2019) Prosedur arbitrase internasional memberikan solusi yang efektif bagi sengketa
internasional dengan mengedepankan efisiensi dan keadilan.

Arbitrase juga menawarkan keuntungan besar dari sisi kerahasiaannya. Proses arbitrase dilaksanakan
secara tertutup, yang berarti bahwa informasi yang dibagikan selama proses arbitrase tidak akan
dipublikasikan. Ini sangat penting bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis, di mana informasi
strategis atau sensitif bisa terungkap dalam proses pengadilan yang terbuka untuk umum. Dalam arbitrase,
informasi yang dibagikan tetap bersifat pribadi, memberikan rasa aman bagi pihak-pihak yang ingin
menjaga reputasi dan kerahasiaan operasional mereka.(Shidarta, 2013) Sifat tertutup tetap menjadi ciri
utama arbitrase yang diandalkan untuk memastikan efisiensi dan kerahasiaan penyelesaian sengketa.

Selain itu, arbitrase menjadi semakin penting dalam konteks sengketa internasional. Di dunia
globalisasi ini, banyak kontrak bisnis yang mencakup pihak-pihak dari negara yang berbeda. Proses litigasi
di pengadilan nasional dapat menjadi sangat rumit, terutama jika negara-negara yang terlibat memiliki
sistem hukum yang berbeda. Arbitrase, dengan aturan yang disepakati bersama, memungkinkan
penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, tanpa harus terikat oleh yurisdiksi hukum negara tertentu.
Arbitrase internasional sering kali dilakukan oleh lembaga-lembaga arbitrase yang sudah diakui secara
global, seperti ICC atau LCIA, yang memungkinkan adanya standar internasional dalam penyelesaian
sengketa.(Andi, 2018) Lembaga-lembaga Arbitrase Internasional seperti ICSID, ICC, SIAC memiliki
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peraturan dan prosedur tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa,
memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa internasional.

Meskipun demikian, arbitrase tetap menjadi alternatif yang sangat menarik bagi banyak pihak,
terutama dalam konteks bisnis. Dalam dunia yang semakin terhubung secara global, di mana hubungan
antar perusahaan dan individu sering kali melibatkan kontrak internasional, arbitrase memberikan cara yang
lebih cepat dan efisien untuk menyelesaikan sengketa. Kecepatan, fleksibilitas, dan kerahasiaan yang
ditawarkan oleh arbitrase membuatnya menjadi pilihan utama, terutama dalam sektor bisnis yang sangat
bergantung pada penyelesaian sengketa yang segera.(Asy’ari, 2019)

Teori arbitrase adalah salah satu pendekatan penting dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Arbitrase dapat dipahami sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga
yang netral, yaitu arbiter, untuk membuat keputusan yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.
Penerapan teori arbitrase dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah berkembang pesat, terutama
dalam penyelesaian sengketa bisnis dan kontrak.

Pertama, arbitrase menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien dibandingkan
dengan jalur pengadilan. Dalam pengadilan, proses penyelesaian sengketa sering kali memakan waktu lama
dan biaya yang tinggi. Sebaliknya, arbitrase memungkinkan kedua pihak untuk memilih arbiter yang
memiliki keahlian khusus dalam bidang yang bersangkutan, yang dapat mengurangi durasi sengketa dan
mempercepat proses penyelesaian. Dengan demikian, teori arbitrase memberikan suatu solusi yang lebih
praktis dan efektif untuk penyelesaian sengketa.(Yusup, 2009)

Selain itu, salah satu prinsip dasar dalam teori arbitrase adalah kebebasan untuk memilih arbiter. Para
pihak yang bersengketa dapat sepenuhnya menentukan siapa yang akan menjadi arbiter berdasarkan kriteria
tertentu, seperti keahlian, pengalaman, atau pemahaman terhadap isu-isu yang terkait.(Mochtar, 2001) Para
pihak yang bersengketa memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi arbiter atau majelis
arbiter, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Hal ini memungkinkan proses arbitrase lebih fleksibel, adil,
dan efisien.

Proses arbitrase juga memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Para pihak yang bersengketa dapat
menentukan aturan prosedural dan mekanisme penyelesaian yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.
Fleksibilitas ini tidak hanya mencakup pemilihan arbiter dan aturan, tetapi juga waktu dan tempat
pelaksanaan sidang arbitrase. Selain itu, keputusan yang dihasilkan oleh arbiter bersifat final dan mengikat,
yang berarti bahwa tidak ada upaya banding seperti yang ada dalam sistem peradilan biasa. Keputusan
arbitrase ini biasanya hanya dapat digugat dengan alasan yang sangat terbatas, seperti pelanggaran prosedur
atau ketidaknetralan arbiter.(Navis, 2015)

Secara keseluruhan, penerapan teori arbitrase memberikan banyak keuntungan, namun tidak terlepas
dari tantangan. Agar arbitrase dapat berjalan dengan baik, pengaturan yang tepat, pemilihan arbiter yang
kompeten, serta kejelasan aturan menjadi sangat penting. Dengan langkah-langkah tersebut, arbitrase dapat
menjadi solusi yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

1. Prinsip Kemandirian (Autonomi)

Prinsip kemandirian dalam arbitrase memberikan kebebasan penuh kepada para pihak untuk
menentukan aturan dan prosedur penyelesaian sengketa mereka. Para pihak dapat memilih arbitrator yang
mereka percayai, serta memilih tempat arbitrase dan hukum yang berlaku untuk sengketa mereka. Hal ini
memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan pengadilan negara yang mengikuti
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prosedur yang sudah baku. Dengan demikian, para pihak dapat mengatur sendiri proses yang paling sesuai
dengan kebutuhan mereka.(Kusumawati, 2017)

Kemandirian ini juga berlaku dalam hal pengaturan waktu penyelesaian dan ruang lingkup sengketa.
Misalnya, jika para pihak sepakat bahwa sengketa mereka hanya akan difokuskan pada aspek tertentu dari
kontrak, arbitrator dapat membatasi proses untuk isu-isu yang relevan. Dengan demikian, prinsip ini
memungkinkan arbitrase disesuaikan dengan kebutuhan spesifik para pihak dan lebih cepat, dengan
memiliki kebebasan untuk memilih metode penyelesaian yang paling sesuai, para pihak merasa lebih
dihargai dan terlibat dalam proses tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan keadilan dalam
penyelesaian sengketa.

2. Prinsip Persetujuan Para Pihak (Consent)

Arbitrase hanya dapat dimulai dan dilaksanakan atas dasar persetujuan para pihak. Persetujuan ini
biasanya dituangkan dalam klausul arbitrase yang terdapat dalam kontrak sebelum sengketa terjadi, atau
dalam bentuk kesepakatan setelah sengketa muncul. Tanpa adanya persetujuan ini, arbitrase tidak dapat
dijalankan. Oleh karena itu, prinsip ini memastikan bahwa arbitrase adalah suatu mekanisme penyelesaian
sengketa yang berdasarkan pada kehendak kedua belah pihak, sehingga mereka tetap memiliki kontrol atas
cara penyelesaian masalah mereka.(Sukmana, 2018)

Klausul arbitrase biasanya mencakup ketentuan mengenai tempat arbitrase, hukum yang berlaku, dan
proses penyelesaian sengketa. Selain itu, para pihak juga dapat sepakat mengenai jumlah arbitrator yang
akan ditunjuk. Persetujuan ini menegaskan bahwa arbitrase adalah pilihan bersama yang dibuat oleh para
pihak, bukan keputusan yang dipaksakan oleh pihak luar, yang menjamin keadilan dan kebebasan bagi
mereka dalam menentukan cara terbaik menyelesaikan perselisihan.

Persetujuan para pihak juga memastikan bahwa semua pihak merasa memiliki kontrol atas jalannya
proses dan hasil akhir penyelesaian sengketa. Ini mengurangi ketidakpuasan, karena pihak yang merasa
keputusan arbitrase tidak sesuai dapat menerima bahwa mereka sendiri yang memilih untuk menyelesaikan
sengketa dengan cara ini. Oleh karena itu, persetujuan para pihak menciptakan dasar yang kuat untuk
keadilan dan mengurangi potensi konflik yang dapat timbul dari keputusan sepihak.

3. Prinsip Kemandirian Putusan Arbitrase (Finalitas)

Prinsip finalitas berarti bahwa keputusan yang diambil oleh para arbitrator bersifat mengikat dan
tidak dapat diganggu gugat. Setelah putusan diambil, umumnya tidak ada ruang untuk banding kecuali
dalam kasus-kasus tertentu seperti adanya pelanggaran prosedural yang jelas atau kesalahan material dalam
keputusan. Dengan demikian, prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak, karena mereka
dapat mengandalkan bahwa putusan arbitrase adalah akhir dari proses penyelesaian sengketa.(Yuliana,
2020)

Prinsip finalitas adalah elemen penting dalam menjaga efisiensi dan kepastian dalam proses arbitrase,
keberadaan prinsip finalitas juga mendukung efisiensi, karena para pihak tidak perlu menunggu lebih lama
atau menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya untuk menunggu hasil banding. Ini juga mengurangi
potensi untuk memperpanjang ketegangan antar pihak yang terlibat, memastikan bahwa penyelesaian
sengketa dapat dilakukan secara tuntas dan dalam waktu yang lebih singkat. Dengan demikian, prinsip ini
sangat penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

4. Prinsip Kecepatan (Speedy Resolution)
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Arbitrase dikenal karena prosesnya yang lebih cepat, salah satu alasan utama para pihak memilih
arbitrase adalah untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien dalam sengketa bisnis atau
komersial. Arbitrase memungkinkan para pihak untuk menentukan jadwal dan prosedur yang lebih
fleksibel, sehingga dapat menghindari keterlambatan yang biasa terjadi dalam sistem pengadilan negara
yang lebih formal dan rumit.(Wahyuni, 2019)

Meskipun arbitrase memiliki potensi untuk lebih cepat, kecepatan tersebut bergantung pada
kesepakatan para pihak dan arbitrator untuk tetap mengikuti prosedur yang disepakati. Misalnya, dalam
beberapa kasus, pihak yang terlibat dapat memilih untuk menggunakan arbitrase yang lebih ringkas dengan
pembatasan terhadap jumlah dokumen dan bukti yang dipertimbangkan. Hal ini memastikan bahwa proses
penyelesaian sengketa berlangsung dengan cepat dan tidak berlarut-larut, yang penting terutama dalam
situasi komersial yang membutuhkan keputusan yang cepat.

Kecepatan penyelesaian sengketa juga memastikan bahwa para pihak dapat segera melanjutkan
kegiatan mereka tanpa hambatan hukum yang berlarut-larut. Prinsip ini memungkinkan para pihak untuk
mendapatkan hasil yang cepat dan praktis, tanpa harus terjebak dalam proses panjang yang bisa
mengganggu aktivitas mereka. Oleh karena itu, prinsip kecepatan tidak hanya berperan dalam efisiensi,
tetapi juga membantu mengurangi dampak negatif dari sengketa terhadap hubungan antara para pihak.

5. Prinsip Kerahasiaan (Confidentiality)

Salah satu daya tarik utama arbitrase adalah tingkat kerahasiaan yang dapat dijaga selama proses
penyelesaian sengketa. Proses arbitrase, termasuk pertemuan, dokumen, dan putusan yang dikeluarkan,
sering kali bersifat tertutup untuk umum. Para pihak dapat merasa lebih aman karena informasi sensitif
mereka tidak dipublikasikan atau dipertontonkan di depan publik, yang biasanya terjadi dalam pengadilan.
Hal ini sangat penting dalam transaksi bisnis internasional atau kontrak yang melibatkan data atau informasi
yang sangat bernilai.(Salim, 2018)

Prinsip kerahasiaan ini juga berlaku untuk berbagai aspek, mulai dari identitas arbitrator hingga hasil
akhir dari arbitrase. Oleh karena itu, arbitrase menjadi pilihan yang baik untuk perusahaan atau individu
yang ingin menghindari eksposur publik atau menjaga reputasi mereka. Dalam beberapa kasus, jika para
pihak setuju, bahkan putusan akhir dari arbitrase dapat tetap dirahasiakan, yang memberikan rasa aman
tambahan dalam proses penyelesaian sengketa.

Dengan adanya prinsip kerahasiaan, para pihak merasa lebih aman dan nyaman untuk
mengungkapkan informasi yang relevan tanpa khawatir bahwa hal tersebut akan disebarkan ke publik atau
digunakan melawan mereka di kemudian hari. Ini memberikan rasa keadilan, karena setiap pihak dapat
berargumen tanpa rasa takut akan konsekuensi negatif terhadap privasi mereka. Pada gilirannya,
kerahasiaan ini mendorong transparansi dalam penyampaian argumen tanpa merusak hubungan antara
pihak-pihak yang bersengketa.

6. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan (Fairness and Equality)

Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam arbitrase memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki
kesempatan yang setara untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka. Para arbitrator diwajibkan untuk
memberikan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam sengketa, tanpa memihak atau
menunjukkan bias. Hal ini sangat penting karena arbitrase, meskipun lebih fleksibel, harus tetap
mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diharapkan dalam penyelesaian sengketa.(Firmansyah, 2017)
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Selain itu, keadilan dalam arbitrase juga berarti bahwa prosedur yang diterapkan harus seimbang dan
tidak merugikan salah satu pihak. Para pihak harus diberi waktu yang cukup untuk mempersiapkan
pembelaan mereka dan mengajukan bukti yang relevan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa
hasil dari arbitrase adalah keputusan yang adil berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, tanpa adanya
ketidaksetaraan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Selain itu, prinsip ini juga menciptakan rasa keadilan yang lebih luas karena memberikan kesempatan
yang adil bagi pihak-pihak yang terlibat, baik dari segi akses terhadap informasi maupun kesempatan untuk
berpartisipasi dalam proses. Keadilan dan kesetaraan mengurangi potensi ketidakpuasan terhadap
keputusan akhir, karena setiap pihak merasa bahwa mereka telah diperlakukan dengan cara yang fair dan
tidak ada yang lebih diuntungkan daripada yang lainnya.

7. Prinsip Ketepatan Hukum (Legality)

Prinsip ketepatan hukum mengharuskan para arbitrator untuk tetap berada dalam kerangka hukum
yang berlaku ketika membuat keputusan. Meskipun arbitrase memberikan ruang bagi fleksibilitas
prosedural, hasil akhir dari proses arbitrase tetap harus mengikuti hukum yang sah. Ini.

Selain itu, prinsip ini memastikan bahwa meskipun arbitrase mengandalkan kebebasan para pihak
dalam memilih hukum yang berlaku, hasilnya tetap sah dan sesuai dengan standar hukum yang lebih tinggi.
Sebagai contoh, dalam sengketa internasional, arbitrator harus mempertimbangkan norma-norma hukum
internasional yang berlaku dalam penyelesaian sengketa. Dengan cara ini, prinsip ketepatan hukum
menjamin bahwa meskipun arbitrase bersifat lebih pribadi dan fleksibel, tetap ada pengawasan legal yang
memastikan keputusan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan.(Pratiwi, 2021)

Kepatuhan terhadap prinsip ketepatan hukum tidak hanya memberikan legitimasi bagi proses
arbitrase, tetapi juga memberikan rasa aman bagi para pihak yang terlibat. Mereka dapat memastikan bahwa
penyelesaian sengketa yang dihasilkan oleh arbitrase tidak hanya sah tetapi juga dapat dijalankan secara
legal, baik secara domestik maupun internasional. Dengan demikian, prinsip ini sangat penting untuk
menciptakan kepercayaan terhadap mekanisme arbitrase sebagai jalan penyelesaian sengketa yang sah dan
berkeadilan.

8. Prinsip Independen dan Imparsial (Independence and Impartiality)

Prinsip independensi dan ketidakberpihakan mengharuskan para arbitrator untuk tidak memiliki
hubungan atau kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Para arbitrator harus bebas dari
tekanan eksternal, konflik kepentingan, atau bias terhadap salah satu pihak. Hal ini sangat penting untuk
menjaga integritas proses arbitrase dan memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat objektif dan
berdasarkan pada argumen dan bukti yang disajikan.(Hastuti, 2020)

Independensi dan ketidakberpihakan tidak hanya mencakup arbitrator, tetapi juga seluruh proses
arbitrase, yang harus dijalankan tanpa intervensi yang tidak sah dari pihak ketiga. Jika salah satu pihak
merasa bahwa arbitrator tidak independen atau berpihak, mereka dapat mengajukan permintaan untuk
mengganti arbitrator tersebut. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa hasil arbitrase adil dan dapat
diterima oleh kedua belah pihak, tanpa adanya kecurangan atau ketidakadilan.

Selain itu, prinsip ini juga menjamin bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk
mendapatkan keadilan, tanpa merasa dirugikan oleh adanya keberpihakan dari pihak ketiga. Jika arbiter
tidak independen atau tidak imparsial, maka keputusan arbitrase dapat diragukan legitimasi dan
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keadilannya. Oleh karena itu, independensi dan imparsialitas adalah prinsip dasar yang menjaga kualitas
dan kredibilitas arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang adil.

9. Prinsip Non-intervensi oleh Pengadilan (Non-intervention by Courts)

Salah satu aspek utama dari arbitrase adalah bahwa proses penyelesaiannya seharusnya tidak
terganggu oleh pengadilan negara. Prinsip non-intervensi ini menggarisbawahi bahwa arbitrase adalah jalur
penyelesaian sengketa yang terpisah dari sistem peradilan formal. Hanya dalam keadaan tertentu, seperti
ketika ada pelanggaran prosedural yang serius atau masalah terkait pelaksanaan putusan arbitrase,
pengadilan negara dapat terlibat.(Hasanah, 2019)

Dalam praktiknya, prinsip ini memastikan bahwa para pihak tidak perlu khawatir bahwa proses
arbitrase mereka akan terganggu atau dipengaruhi oleh keputusan pengadilan yang dapat memperlambat
atau mengubah hasil arbitrase. Ini memberi para pihak rasa aman bahwa keputusan yang mereka buat untuk
menggunakan arbitrase akan dijalankan sesuai dengan kesepakatan mereka tanpa gangguan dari luar. Hanya
dalam situasi terbatas, seperti jika ada pelanggaran yang serius terhadap prinsip keadilan, pengadilan dapat
terlibat.

Dengan tidak adanya campur tangan pengadilan, proses arbitrase menjadi lebih cepat dan efisien,
karena tidak terhambat oleh prosedur hukum formal yang rumit. Prinsip ini menghindari perpanjangan
waktu sengketa yang sering terjadi ketika pengadilan terlibat, sehingga para pihak dapat segera memperoleh
keputusan final tanpa harus menunggu proses hukum yang berlarut-larut.

10. Prinsip Efisiensi Prosedural (Procedural Efficiency)

Arbitrase dirancang agar lebih efisien daripada pengadilan tradisional. Prinsip efisiensi prosedural
memastikan bahwa prosedur arbitrase tidak memakan waktu lama

dan tidak melibatkan banyak formalitas yang tidak perlu. Dengan demikian, para pihak dapat
menyelesaikan sengketa mereka dalam waktu yang lebih singkat, yang sangat penting bagi mereka yang
membutuhkan penyelesaian cepat untuk menghindari gangguan terhadap operasi mereka, terutama dalam
konteks bisnis internasional yang dinamis.(Prasetyo, 2018)

Efisiensi prosedural juga memungkinkan sengketa diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih
singkat, sehingga pihak-pihak dapat kembali fokus pada kegiatan mereka tanpa terganggu lebih lama oleh
masalah hukum. Efisiensi prosedural ini juga tercermin dalam kemampuan para pihak untuk menentukan
prosedur yang paling sesuai dengan sengketa mereka.

11. Prinsip Penyelesaian Berdasarkan Kesepakatan Para Pihak (Party Autonomy in Procedure)

Prinsip ini memberi kekuasaan kepada para pihak untuk memilih bagaimana proses arbitrase mereka
akan dijalankan. Para pihak dapat menentukan rincian mengenai langkah-langkah prosedural, seperti
apakah akan ada penyampaian dokumen secara tertulis atau apakah prosedur akan melibatkan sidang lisan.
Otonomi ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi para pihak untuk menyesuaikan proses dengan
kebutuhan spesifik mereka dan sifat sengketa yang dihadapi.(Setiawan, 2021)

Pentingnya prinsip ini terletak pada kenyataan bahwa tidak ada satu prosedur arbitrase yang cocok
untuk semua jenis sengketa. Misalnya, dalam sengketa komersial yang melibatkan jumlah uang besar, para
pihak mungkin memilih prosedur yang lebih rinci dan melibatkan lebih banyak bukti, sementara sengketa
yang lebih kecil mungkin dapat diselesaikan dengan prosedur yang lebih sederhana dan cepat. Dengan
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memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih bagaimana arbitrase dilaksanakan, prinsip ini
menjamin proses yang lebih sesuai dengan konteks sengketa yang ada

Penyelesaian yang didasarkan pada kesepakatan para pihak ini memberikan kontrol penuh kepada
mereka atas bagaimana proses tersebut berjalan. Ini mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang
bersengketa, karena mereka terlibat langsung dalam merancang prosedur yang akan dijalankan. Dengan
demikian, prinsip ini mendukung efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa, karena para pihak
merasa lebih dihargai dan memiliki peran aktif dalam proses tersebut.

12. Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase (Enforceability)

Setelah putusan arbitrase dikeluarkan, prinsip eksekusi memastikan bahwa putusan tersebut dapat
dilaksanakan dan diakui di seluruh dunia, terutama bagi sengketa internasional. Berdasarkan konvensi
internasional seperti Konvensi New York 1958, putusan arbitrase dapat diberlakukan di negara-negara yang
menjadi pihak dalam konvensi tersebut, yang memungkinkan para pihak untuk menegakkan keputusan
arbitrase di berbagai yurisdiksi.(Budiarto, 2022)

Eksekusi putusan arbitrase ini memberikan kepastian bahwa hasil dari arbitrase bukan hanya berupa
keputusan yang tidak mengikat, tetapi dapat dipaksa pelaksanaannya melalui lembaga-lembaga hukum di
berbagai negara. Ini adalah jaminan yang sangat penting bagi perusahaan atau individu yang ingin
memastikan bahwa keputusan yang diambil melalui arbitrase tidak hanya diakui tetapi juga dapat
dilaksanakan meskipun berada di luar yurisdiksi tempat arbitrase dilakukan.

Dengan adanya prinsip ini, para pihak dapat merasa yakin bahwa keputusan yang diambil dalam
arbitrase bukan hanya bersifat final, tetapi juga dapat dipaksakan pelaksanaannya jika diperlukan. Ini
menjamin keadilan bagi pihak yang terlibat, karena keputusan arbitrase tidak hanya sekedar deklaratif tetapi
juga dapat dieksekusi di dunia nyata. Prinsip eksekusi putusan juga mendukung efisiensi, karena pihak yang
kalah dalam sengketa dapat segera melaksanakan keputusan tanpa harus melalui proses hukum tambahan
yang panjang.

2. Tantangan Yang Dihadapi Oleh Lembaga Arbitrase Internasional Dalam Menjaga
Independensi Dan Objektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Internasional

Lembaga arbitrase internasional memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa lintas
negara, tetapi menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga independensi dan objektivitas. Berikut
beberapa tantangan utama:

1. Konflik Kepentingan Arbiter

Di bulan Februari 2024, Asosiasi Pengacara Internasional (yang “IBA”) merilis versi terbaru
Pedoman IBA tentang Konflik Kepentingan dalam Arbitrase Internasional (“Pedoman IBA 2024”).
Berdasarkan Pedoman IBA tentang Benturan Kepentingan dalam Arbitrase Internasional 2024, di
bawah Penjelasan Standar Umum 1, “setiap arbiter harus tidak memihak dan independen dan harus
tetap demikian selama keseluruhan proses arbitrase. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang
arbitrator memiliki hubungan atau kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas dan
independensinya dalam memutuskan suatu sengketa. Ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam
proses arbitrase. keadaan apa pun yang dapat menimbulkan keraguan mengenai ketidakberpihakan
arbiter. Tanpa transparansi, sulit membangun ruang kepercayaan dalam proses arbitrase
internasional.
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Ketergantungan pada Pihak yang Terlibat

Arbiter yang sering bekerja dengan pihak tertentu, seperti perusahaan besar atau negara, mungkin
lebih cenderung untuk mempertimbangkan kepentingan pihak tersebut, meskipun hal ini bisa
merusak netralitas proses arbitrase. Sebagai contoh, dalam kasus yang diputuskan oleh Pengadilan
Banding Madrid (n. 506/2011), “arbiternya adalah seorang direktur dan kuasa di sejumlah
perusahaan yang pernah ikut serta dalam usaha patungan dan memiliki hubungan komersial dengan
salah satu pihak dalam arbitrase.

Kurangnya Transparansi dalam Proses

Proses arbitrase sering kali kurang terbuka, yang dapat menyulitkan pengungkapan informasi yang
relevan, termasuk hubungan antara arbiter dan pihak-pihak yang bersengketa, serta alasan keputusan
yang diambil.

Pengaruh Politik dan Ekonomi

Proses arbitrase internasional dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi negara-negara
besar atau entitas yang terlibat, yang dapat mempengaruhi hasil akhir sengketa, terutama dalam kasus
yang melibatkan kepentingan nasional.

Forum Shopping

Forum shopping merujuk pada praktik mencari yurisdiksi atau tempat arbitrase, aturan arbitrase, dan
pelaksanaan putusan yang dianggap lebih menguntungkan bagi pihak tertentu, sering kali dengan
harapan mendapatkan keputusan yang lebih menguntungkan atau yang lebih mudah dilaksanakan.

Perbedaan Budaya dan Sistem Hukum

Arbitrase internasional sering melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara dengan budaya dan
sistem hukum yang berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai konsensus
atau dalam interpretasi hukum yang diterapkan dalam proses arbitrase, karena perbedaan
komunikasi, pendekatan terhadap konfik dan perbedaan sistem hukum.

Kurangnya Mekanisme Pengawasan

Dalam arbitrase internasional, kurangnya pengawasan yang efektif terhadap proses dan keputusan
arbitrator dapat menyebabkan penyalahgunaan atau keputusan yang tidak adil, karena arbitrator tidak
selalu diawasi oleh badan independen.

Reputasi dan Kredibilitas Arbitrator

Reputasi arbitrator sangat penting untuk memastikan integritas proses arbitrase. Namun, jika
arbitrator memiliki hubungan atau reputasi yang meragukan, ini dapat merusak kepercayaan terhadap
proses arbitrase dan hasil keputusannya.

Kesulitan Penegakan Putusan

Meskipun Konvensi New York 1958 mengatur penegakan putusan arbitrase internasional, beberapa
negara mungkin menolak untuk menegakkan putusan jika dianggap bertentangan dengan hukum atau
kebijakan nasional mereka, menyulitkan proses penegakan.

Di sisi lain, penerapan teori arbitrase juga menemukan tantangan terbesar yaitu masalah biaya.

Meskipun arbitrase sering kali dianggap lebih murah daripada proses pengadilan, dalam beberapa kasus,
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biaya untuk menggunakan arbitrase bisa sangat tinggi, terutama jika melibatkan arbiter yang memiliki
keahlian khusus atau jika sengketa yang dihadapi sangat kompleks.

Keterbatasan dalam proses arbitrase juga mencakup potensi untuk terjadinya bisa dari pihak arbiter. Penting
bagi para pihak untuk melakukan seleksi yang cermat terhadap arbiter yang akan menangani sengketa
mereka. Penerapan teori arbitrase menuntut transparansi dan integritas dalam pemilihan arbiter untuk
menjaga kualitas keputusan yang dihasilkan.

Keputusan arbitrase bersifat mengikat, pihak yang kalah dalam sengketa dapat merasa dirugikan
dan sulit untuk menerima keputusan, akan terdapat kemungkinan bahwa satu pihak tidak sepenuhnya
menerima keputusan yang diambil oleh arbiter Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam teori arbitrase,
karena kepercayaan terhadap arbiter dan proses arbitrase itu sendiri menjadi sangat penting.

Peningkatan standar internasional dan kolaborasi antar lembaga juga penting untuk memastikan
arbitrase tetap menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang terpercaya. Aspek lainnya yang perlu
diperhatikan adalah keterbatasan dalam hal pelaksanaan keputusan arbitrase. Meskipun keputusan arbitrase
diakui di banyak negara, pelaksanaan keputusan tersebut dapat menghadapi tantangan jika salah satu pihak
tidak memenuhi kewajibannya. Meskipun negara-negara telah memiliki perjanjian internasional seperti
Konvensi New York 1958 yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase internasional,
masalah eksekusi keputusan di negara tertentu masih dapat menjadi kendala dalam penerapan teori
arbitrase.(Werner, 2007)

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase juga menghadapi tantangan terkait dengan
implementasi dalam konteks hukum nasional yang berbeda-beda. Setiap negara memiliki sistem hukum
yang unik, dan meskipun banyak negara yang mengadopsi prinsip-prinsip arbitrase internasional, terdapat
perbedaan dalam pengaturan dan implementasi arbitrase di masing-masing negara. Hal ini dapat
menyebabkan ketidakpastian dalam proses arbitrase, terutama jika salah satu pihak berasal dari negara yang
memiliki peraturan arbitrase yang berbeda dengan negara lain.(S. Tan, 2010)

Meskipun demikian, salah satu keuntungan yang signifikan dari arbitrase adalah pengakuannya
yang luas di tingkat internasional. Banyak negara yang sudah memiliki peraturan mengenai arbitrase
internasional, dan prinsip-prinsip arbitrase sering diakomodasi dalam hukum nasional mereka. Dengan
adanya kerangka hukum internasional seperti Konvensi New York, keputusan arbitrase yang diambil di
satu negara dapat dilaksanakan di negara lain. Ini memungkinkan arbitrase menjadi mekanisme yang efisien
untuk menyelesaikan sengketa lintas negara, misalnya dalam konteks sengketa perdagangan
internasional.(Soeprapto, 2014)

Penerapan teori arbitrase juga menguntungkan dalam konteks sengketa yang melibatkan hubungan
bisnis internasional. Dalam hal ini, arbitrase sering kali lebih disukai daripada litigasi di pengadilan negara
masing-masing pihak karena dapat menghindari permasalahan yang berkaitan dengan yurisdiksi dan sistem
hukum yang berbeda. Hal ini membuat arbitrase menjadi pilihan utama dalam kontrak internasional,
terutama dalam sektor perdagangan dan investasi, di mana keputusan yang cepat dan dapat dieksekusi di
berbagai negara sangat diperlukan.(Lestari, 2015) Dengan menjaga prinsip-prinsip independensi dan
objektivitas, lembaga arbitrase internasional dapat mempertahankan kepercayaan global sebagai forum
yang adil, netral, dan efektif untuk menyelesaikan sengketa lintas negara.
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PENUTUP

Peran teori dan prinsip arbitrase internasional dalam menyelesaikan sengketa, menciptakan
mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, fleksibel, dan adil. Beberapa prinsip utama termasuk
kebebasan para pihak untuk memilih prosedur dan arbitrator (kemandirian), persetujuan bersama untuk
memulai arbitrase, serta keputusan yang mengikat dan tidak dapat diganggu gugat (finalitas). Arbitrase juga
lebih cepat, kerahasiaan terjaga, dan memastikan perlakuan adil (keadilan dan kesetaraan). Selain itu,
arbitrase tetap mengikuti hukum yang berlaku (ketepatan hukum), bebas dari intervensi pengadilan (non-
intervensi), dan putusan dapat dilaksanakan secara internasional (eksekusi putusan). Prinsip-prinsip ini
menjadikan arbitrase sebagai alternatif yang efektif dan dapat diandalkan untuk penyelesaian sengketa.

Tantangan yang dihadapi oleh lembaga arbitrase internasional dalam menjaga independensi dan
objektivitas penyelesaian sengketa secara internasional adalah Konflik Kepentingan Arbiter,
Ketergantungan pada Pihak yang Terlibat, Kurangnya Transparansi dalam Proses, Pengaruh Politik dan
Ekonomi, Forum Shopping, Perbedaan Budaya dan Sistem Hukum, Kurangnya Mekanisme Pengawasan,
Reputasi dan Kredibilitas Arbitrator, Kesulitan Penegakan Putusan. Dengan menjaga prinsip-prinsip
independensi dan objektivitas, lembaga arbitrase internasional dapat mempertahankan kepercayaan global
sebagai forum yang adil, netral, dan efektif untuk menyelesaikan sengketa lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

Andi, A. (2018). Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa. Kencana.
Asy’ari, A. (2019). Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis. Rajawali Press.

Bist, R., & Singh, A. (2017). Arbitration in Developing Countries: Opportunities and Challenges. Journal
of International Dispute Resolution, 34(2), 101-120.

Born, G. B. (2020). International Commercial Arbitration. Kluwer Law International.

Budiarto, S. (2022). Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional: Studi Kasus dan Implikasinya di Indonesia.
Jurnal Hukum Internasional Dan Perdagangan, 20(1), 45-58.

Diantha, I. M. (2017). Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Kencana.

Firmansyah, M. (2017). Aspek Keadilan dalam Proses Arbitrase: Tinjauan terhadap Perlakuan Setara
terhadap Para Pihak. Jurnal Studi Hukum, 19(2), 99—112.

Hasanah, N. (2019). Prinsip Non-Intervensi dalam Arbitrase: Implikasi bagi Proses Penyelesaian Sengketa.
Jurnal Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa, 23(2), 178—192.

Hastuti, R. (2020). Independensi dan Imparsialitas dalam Arbitrase: Analisis Hukum Terhadap Peran
Arbitrator. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 21(3), 240-255.

H.S., S. (2017). Hukum Kontrak Internasional. Sinar Grafika.
Karrer, P. A. (2018). International Arbitration: A Handbook. Oxford University Press.

Kusumawati, I. (2017). Prinsip Autonomi dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase Komersial Internasional.
Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 47(2), 176—190.

Lestari, S. P. (2015). Praktik Arbitrase dalam Perdagangan Internasional. Pustaka Setia.



JArbI: Jurnal Arbitrase Indonesia 35
Volume 1, Nomor 1, 2025

Mochtar, P. (2001). Arbitrase Dalam Hukum Bisnis Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Navis, A. A. (2015). Hukum Arbitrase: Teori dan Praktik. Prenadamedia.

Prasetyo, B. (2018). Efisiensi dalam Proses Arbitrase: Kajian terhadap Aspek Prosedural dan Biaya. Jurnal
Hukum Bisnis Indonesia, 11(2), 203-217.

Pratiwi, D. (2021). Peran Hukum Nasional dalam Arbitrase Komersial Internasional: Implikasi Hukum dan
Keadilan. Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik, 27(4), 512-528.

Qamar, N. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). Social Politic Genius.
S. Tan, H. (2010). Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional. Liberty.

Salim, A. (2018). Kerahasiaan dalam Arbitrase Komersial: Perlindungan Informasi Bisnis yang Sensitif.
Jurnal Hukum Internasional, 14(1), 45-58.

Setiawan, F. (2021). Autonomi Para Pihak dalam Menentukan Prosedur Arbitrase: Perspektif Teoritis dan
Praktis. Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, 14(4), 278-290.

Shidarta, M. (2013). Hukum Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Sinar Grafika.
Soeprapto, F. (2014). Hukum Arbitrase Internasional. PT. Rajagrafindo Persada.

Sukmana, E. (2018). Peran Klausul Arbitrase dalam Pengaturan Penyelesaian Sengketa Bisnis
Internasional. Jurnal Hukum Bisnis, 12(1), 54-67.

Wahyuni, A. (2019). Keuntungan Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis: Perspektif Kecepatan
dan Efisiensi. Jurnal Hukum Ekonomi, 15(2), 120-134.

Werner, S. D. (2007). Penyelesaian Sengketa Internasional dengan Arbitrase. PT. Elex Media
Komputindo.

Yuliana, R. (2020). Penerapan Prinsip Finalitas dalam Arbitrase Komersial: Implikasi Hukum bagi Para
Pihak. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 22(3), 309-324.

Yusup, T. (2009). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sinar Grafika.

Rini Fitriania, Susi Yanti Simamora, T. Bunga Mawaddah, Mawaddah, Peran Teori dan Prinsip Arbitrase Internasional



